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ABSTRAK 

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PUTUSAN SENGKETA 

PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA DI DESA MARGOREJO                                                               

(Studi Putusan PTUN Bandar Lampung No 20/G/2020/PTUN.BL) 

Oleh 

Ackas Depry Aryando 

Dalam Pasal 52 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang 

menegaskan untuk diberhentikan perangkat desa dikarnakan tidak mematuhi sanksi 

administrasif berupa teguran, hal ini harus melalui mekanisme yang jelas sesuai 

dengan aturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, karna tanpa melalui 

prosudur yang telah ditentukan oleh aturan maka akan menimbulkan persoalan 

kembali yang tentunya akan saling merugikan, dalam hal ini upaya yang harus 

dilakukan dalam melakukan pemberhentian perangkat desa tertuang dalam Pasal 53 

Ayat 1 huruf c dan Ayat 2-3 Undang-Uundang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.  

Permasalahan dari skripsi ini adalah: (1) Bagaimana Pertimbangan hakim dalam 

memutus sengketa pemberhentian perangkat desa di desa Margorejo Pesawaran? 

(2)Bagaimana Pelaksanaan Putusan PTUN Yang Telah Memiliki Hukum Tetap?. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris 

dengan data primer dan data sekunder, dimana masing-masing Data diperoleh dari 

penelitian kepustakaan dan lapangan analisis data dilakukan secara kualitatif. 

Hasil penelitian menunjukan bahwa Majelis Hakim menerima permohonan dari 

Penggugat untuk mencabut Surat Keputusan yang dikeluarkan pada 14 April 2020 

oleh Kepala Desa Margorejo Nomor: 140/004/VII.03.09/IV/2020 Tentang 

Pemberhentian Perangkat Desa karena terbukti adanya cacat prosedur, bahwa 

kepala desa Tergugat yang dalam hal ini kepela desa Margorejo tidak meminta surat 

rekomendasi dari camat dalam pemberhentian perangkat desa, yang mana hal 

tersebut sudah diatur dalam Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 

Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 

Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa,  

Kata Kunci: Desa, Pemberhentian, Sengketa.  
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ABSTRACT 

JURIDICAL ANALYSIS OF VILLAGE TERMINATION DISPUTE 

DECISIONS IN MARGOREJO VILLAGE 

(STUDY OF Bandar Lampung Administrative Court Decision No. 

20/G/2020/PTUN.BL)  

By 

Ackas Depry Aryando 

 

In Article 52 paragraph 2 of Law Number 6 of 2014 concerning Villages, it is stated 

that dismissing a village official is a violation of administrative sanctions in the 

form of a warning. which has been determined by the rules will cause problems 

again which of course will be mutually detrimental, in this case the efforts that must 

be made in dismissing village officials are contained in Article 53 Paragraph 1 letter 

c and Paragraph 2-3 of Law Number 6 of 2014 concerning Villages .  

The problems of this thesis are: (1) How are the judges' considerations in deciding 

the dispute over dismissal of village officials in the village of Margorejo 

Pesawaran? (2) How is the Administrative Court Decision that Has Permanent 

Laws Implemented? This research uses normative juridical and empirical juridical 

approaches with primary data and secondary data, where each data is obtained from 

library research and field data analysis is carried out qualitatively. 

The results of the research show that the Panel of Judges received a request from 

the Plaintiff to revoke the Decree issued on April 14, 2020 by the Margorejo Village 

Head Number: 140/004/VII.03.09/IV/2020 Regarding Termination of Village 

Officials because it was proven that there was a procedural flaw, that the village 

head The defendant, in this case the head of Margorejo village, did not ask for a 

letter of recommendation from the sub-district head for dismissing village officials, 

which has been regulated in Article 5 of the Minister of Home Affairs Regulation 

Number 67 of 2017 concerning Amendments to the Minister of Home Affairs 

Regulation Number 83 of 2015 concerning Appointments and Termination of 

Village Devices, 

Keywords: Village, Dismissal, Dispute. 
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MOTTO 

 

 

“Maka apabila engkau telah selesai (dari sesuatu urusan), tetaplah bekerja keras 

(untuk urusan yang lain) dan hanya kepada Tuhanmulah engkau berharap” 

(QS Asy-Syarh : 7-8) 

 

“Barang siapa menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan 

menuju surga. Dan tidaklah berkumpul suatu kaum disalah satu dari rumah-rumah 

Allah, mereka membaca kitabullah dan saling mengajarkannya diantara mereka, 

kecuali akan turun kepada mereka ketenangan, diliputi dengan rahmah, dikelilingi 

oleh para malaikat, dan Allah akan menyebut-nyebut mereka kepada siapa saja 

yang ada disisi-Nya. Barang siapa berlambat-lambat dalam amalannya, niscaya 

tidak akan bisa dipercepat oleh nasabnya.” 

(H.R Muslim ) 

 

“Hampir semua orang dapat menghadapi kesulitan, tetapi jika kamu ingin menguji 

karakter seorang, berikan dia kekuasaan.” 

(Abraham Lincon) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang  

Berbagai lpengertian ldan ldefenisi ltentang ldesa ltelah lbanyak ldikemukakan  

oleh lpara lahli ldari lberbagai lbidang ldisiplin lilmu, ldan lmasing-masing 

pengertian ltentang ldesa ltersebut lterlihat lmemiliki ladanya lberbagai lperbedaan-

perbedaan ltersendiri ltergantung ldari lsudut lpandang lapa latau lpendekatan lapa 

yang ldigunakan loleh lpara lahli ldi ldalam lmemandang, lmenggambar- lkan ldan 

menilai ltentang ldesa ltersebut, lseperti ldari lsisi lsosiologi, ladministrasi, lpolitik, 

kebijakan lmaupun ldari lsisi lsudut lpandang lbidang lekonomi.1 

Desa ladalah lkesatuan lmasyarakat lhukum lyang lmemiliki lbatas lwilayah lyang 

berwenang luntuk lmengatur ldan lmengurus lurusan lpemerintahan, lkepentingan 

masyarakat lsetempat lberdasarkan lprakarsa lmasyarakat, lhak lasal lusul,   

dan/atau lhak ltradisional lyang ldiakui ldan ldihormati ldalam lsistem 

pemerintahan lNegara lKesatuan lRepublik lIndonesia2, lSedangkan lpengertian 

desa lmenurut lUnang lSunardjo ldalam lWasistiono ldan lTahir, lbahwa lDesa 

adalah lsuatu lkesatuan lmasyarakat lhukum lberdasar- lkan ladat ldan lhukum ladat 

yang lmenetap ldalam lsuatu lwilayah ltertentu lbatas-batasnya; lmemiliki likatan 

lahir ldan lbathin lyang lsangat lkuat, lbaik lkarena lunsur lseketurunan lmaupun 

karena lsama-sama lmemiliki lkepentingan lpolitik, lekonomi, lsosial ldan 

keamanan ldan llain lsebagainya; lmemiliki lsusunan lpengurus lyang ldipilih 

                                                        
1 lRahyunir lRauf ldan lSri lMaulidiah, lPemerintahan lDesa l(Pekanbaru l: lZanfa lPublishing, 

l2015) lhlm l8 
2 lSekretariat lNegara lRI, lUndang-Undang lRI lNomor l6 lTahun l2014 ltentang lDesa lPasal 

l1 langka l1 l(Jakarta, l2014), lhlm l2. 



 

 

2 

 

lbersama, lmemiliki lkekayaan ldalam ljumlah ltertentu ldan lberhak 

menyelenggarakan lrumah ltangganya lsendiri. lPerangkat ldesa ladalah lunsur lstaf 

yang lmembantu lkepala ldesa ldalam lpenyusunan lkebijakan ldan lkoordinasi 

yang ldiwadahi ldalam lsekretariat ldesa, ldan lunsur lpendukung ltugas lkepala 

desa ldalam lpelaksanaan lkebijakan lyang ldiwadahi ldalam lbentuk lpelaksana 

teknis ldan lunsur lkewilayahan.3 lJadi, lperangkat ldesa ljuga lmempunyai lperanan 

yang lsangat lpenting luntuk lmencapai lsuatu lpemerintahan llebih lbaik, lyang 

mana ldapat lmembantu luntuk lmenangani lperkembangan lkebutuhan lyang lada 

karena ldalam lkenyataannya lempiris ljuga lmempunyai lpermasalahan-

permasalahan lyang lmembutuhkan lpenanganan lsegera. lOleh lkarenanya, lperlu 

adanya lpola lorganisasi lyang lmemberikan lkemungkinan luntuk lmelakukan 

penanganan lsecara lcepat ldan ltepat.4 

Jika ldilihat ldari lperspektif lkomunitas, lterdapat l4 lunsur ldasar lyang 

membentuk lsebuah lkomunitas ldesa lyaitu lsolidaritas, laktor, lstruktur  

(organisasi ladat), ldan lbasis lmaterial l(ulayat: lwilayah ldan lhukum). lKeempat 

unsur lini lmelatarbelakangi lterbentuknya l"desa lasli" lsebagai lkesatuan lyang 

secara lkonvensional lmengikat lmasyarakat lbaik lsecara lgeneologis lmaupun 

teritorial. lDari lkonteks lini lsistem ldesa lterbangun lsecara lmandiri, lerat ldan 

kuat, ldipimpin loleh lseorang lkepala lsuku ladat latau lkepala ldesa lyang  

memiliki lkuasa ldalam lmengatur lsumber ldaya lsesuai lhukum ladat lyang lada. 

Secara letimologi lkata ldesa lberasal ldari lbahasa lSansekerta, ldeca lyang lberarti 

tanah lair, ltanah lasal, latau ltanah lkelahiran. lDari lperspektif lgeografis, ldesa 

atau lvillage ldiartikan lsebagai l“a lgroups lof lhauses lor lshops lin la lcountry 

area, lsmaller lthan la ltown”.5 

                                                        
3 lSekretariat lNegara lRI, lPeraturan lMenteri lDalam lNegeri lRI lNomor l83 lTahun l2015 

ltentang l 

Pengangkatan ldan lPemberhentian lPerangkat lDesa lPasal l1 langka l2 l(Jakarta, l2015), lhlm 

l3. 
4 lHarbani lPasolong, lTeori lAdministrasi lPublik l(Bandung: lAlfabeta, l2010), lhlm l140. 
5 lArief lSumeru, l“Kedudukan lPejabat lKepala lDesa lDalam lPenyelenggaraan lPemerintahan 

lDesa”. lJKMP l(ISSN.2338-445X), lVol. l4, lNo. l1, l(Online),) 
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Dalam lpelaksanaan lpemerintahan ldesa lada laturan lagar ltidak lterjadi 

penyelewengan lataupun lpenyalahgunaan lwewenang loleh lperangkat lDesa  

maka ldibentuklah lperaturan lperundang-undangan lyaitu lUndang-Undang 

Nomor l6 lTahun l2014 ltentang lDesa. lDalam lPasal l51 lUndang-Undang lNomor 

6 lTahun l2014 ltentang lDesa lsudah ljelas lsecara ldetail lmengatur ltentang 

larangan lperangkat ldesa, lkarna llarangan ltersebut lakan lmenciptakan lsuasana 

yang lkondusif ldemi lkelancaran ldan lkeamanan lbersama ldidalam lmenjalankan 

tugas lsebagai lperangkat ldesa. ldalam lUndang-Undang lNomor l6 lTahun l2014 

Pasal l52 lAyat l1 ldan l2 lyang lberbunyi l: l 

1. Perangkat lDesa lyang lmelanggar llarangan lsebagaimana ldimaksud ldalam 

pasal l51 ldikenai lsanksi ladministratif lberupa lteguran llisan ldan/atau 

teguran ltertulis l 

2. Dalam lhal lsanksi ladministratif lsebagaimana ldimaksud lpada layat l(1)  

tidak ldilaksanakan, ldilakukan ltindakan lpemberhentian lsementara ldan 

dapat ldilanjutkan ldengan lpemberhentian. 

Dalam lPasal l52 lAyat l2 lUndang-Undang lNomor l6 lTahun l2014 ltentang lDesa 

yang lmenegaskan luntuk ldiberhentikan lperangkat ldesa ldikarnakan ltidak 

mematuhi lsanksi ladministrasif lberupa lteguran, lhal lini lharus lmelalui 

mekanisme lyang ljelas lsesuai ldengan laturan lperundang-undangan lyang  

berlaku ldi lIndonesia, lkarna ltanpa lmelalui lprosudur lyang ltelah lditentukan  

oleh laturan lmaka lakan lmenimbulkan lpersoalan lkembali lyang ltentunya lakan 

saling lmerugikan, ldalam lhal lini lupaya lyang lharus ldilakukan ldalam 

melakukan lpemberhentian lperangkat ldesa ltertuang ldalam lPasal l53 lAyat l1 

huruf lc ldan lAyat l2-3 lUndang-Uundang lNomor l6 lTahun l2014 ltentang lDesa. 

Selain litu ljuga ltertuang ldalam lPermendagri lNomor l67 lTahun l2017 ltentang 

perubahan latas lPermendagri lNomor l83 lTahun l2015 ltentang lPengangkatan 

dan lPemberhentian lPerangkat ldesa lPasal l5 lAyat l1-6. lDalam lmelakukan 

upaya lhukum luntuk lmencari lkeadilan lbagi lperangkat ldesa lyang   

diberhentikan lharus lmenempuh ljalur lhukum lmelalui lpengadilan ltata lusaha 

Negara, lSeperti lyang lterjadi ldi lDesa lMargorejo, lKabupaten lPesawaran. 
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Pada tanggal 10 Januari 2017 saudara Haribowo diangkat menjadi Sekretaris Desa 

dengan dasar Keputusan Kepala Desa Margorejo Nomor 140/01/VII.03.09/I/2017 

setelah melalui proses seleksi penjaringan dan penyaringan sesuai aturan Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Pada hari senin 21 Oktober 2019 

diadakan Pilkades di Desa Margorejo dan saudara Wagiran terpilih menjadi Kepala 

Desa yang baru dan dilantik pada tanggal 15 Januari 2020. Kemudian Haribowo 

dipanggil sebanyak 2 kali yakni pada pada bulan maret 2020 dan tanggal 2 April 

2020, saudara Haribowo dipanggil ke ruangan Kepala Desa dengan 

tujuan menyampaikan agar saudara Haribowo mengundurkan diri sebagai 

Perangkat Desa dengan alasan yang disampaikan akan ada pergantian 

perangkat desa oleh orang lain, pada kesempatan tersebut saudara Haribowo 

menyatakan tidak mau karena proses pemberhentian harus mengacu pada aturan 

dan telah diatur secara rinci didalam Peraturan Daerah Kabupaten 

Pesawaran Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian 

Perangkat Desa Di Kabupaten Pesawaran, Pada tanggal 3 April 2020 saudara 

Haribowo kembali diminta menghadap Kepala Desa (permintaan tersebut 

disampaikan oleh saudara Mardiono), pada kesempatan tersebut Kepala Desa 

menyodorkan kembali dokumen surat pengunduran diri yang telah dibuatkan untuk 

ditanda tangani oleh Penggugat, atas permintaan tersebut saudara Haribowo 

kembali menolak dengan alasan yang sama, kemudian pada tanggal 14 April 2020 

pada saat Penggugat datang Ke Balai Desa untuk bekerja rutin, saudara Haribowo 

dipanggil oleh Kepala Desa dan kemudian disampaikan jika dia sudah 

diberhentikan sebagai Sekretaris Desa dengan alasan pemberhentian berdasar pada 

permintaan dari masyarakat. Dengan pertimbangan selama menjabat sebagai 

Sekretaris Desa tidak amanah dengan keterangan telah melakukan monopoli 

pekerjaan Kaur, Kasi dan TPK, dalam 1 keluarga terdapat 2 orang yang menjadi 

perangkat desa, pada kenyataannya Penggugat dalam menjabat sebagai perangkat 

desa dipilih berdasarkan hasil seleksi dan penyaringan oleh tim yang dibentuk oleh 

kepala desa berdasar pada peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 8 tahun 

2016 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa Di Kabupaten 

Pesawaran. karena merasa dirugikan dengan dipaksa berhenti sebagai perangkat 

desa dan merasa kepala desa yang baru melanggar ketentuan hukum terkait dengan 
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pemberhentian perangkat desa. Kemudian saudara Haribowo telah mengajukan 

surat keberatan administrasi terhadap objek sengketa kepada Tergugat pada tanggal 

04 Juni 2020 namun tidak ada tanggapan. 

Perangkat ldesa lyang lmerasa ldirugikan loleh lSK lpemberhentian ldari lkepala 

desa lbanyak lyang lmembawa lmasalah lini lke ljalur lhukum ldengan 

melayangkan lgugatan lke lPTUN.6 lKarena lSK lpemberhentian lyang   

dikeluarkan loleh lKepala lDesa lmerupakan lKTUN lyang ldimana ljika lseseorang 

merasa ldirugikan loleh lkeputusan ltata lusaha lnegara lyangdikeluarkan loleh 

pejabat lyang lberwenang lmaka ldapat lmengajukan lgugatan lke lPTUN. lSesuai 

dengan lyang ltertulis lpada lPasal l1 langka l10 lUndang-Undang lNomor l51 

Tahun l2009 ltentang lperubahan lkedua latas lUndang-undang lNomor l5 lTahun 

1986 ltentang lPeradilan lTata lUsaha lNegara lyang lmenyebutkan; l“sengketa ltata 

usaha lNegara ladalah lsengketa lyang ltimbul ldalam lbidang ltata lusaha lNegara 

antara lorang ldan lbadan lhukum lperdata ldengan lbadan latau lpejabat ltata usaha 

Negara lbaik ldipusat lmaupun ldidaerah, ltermasuk lsengketa lkepegawaian 

bedasarkan lperaturan lperundang-undangan lyang lberlaku”. lDan lPasal l1  angka 

9 lmenyebutkan lbahwa; l“keputusan ltata lusaha lnegara ladalah lsuatu lpenetapan 

tertulis lyang ldikeluarkan loleh lbadan latau lpejabat ltata lusaha lNegara lyang 

berisi ltindakan lhukum ltata lusaha lNegara lyang lberdasarkan lperaturan 

perundang-undangan lyang lberlaku, lyang lbersifat lkongkrit, lindividual ldan 

final, lyang lmenimbulkan lakibat lhukum lbagi lseseorang latau lbadan lhukum 

perdata.7 

Pengadilan lTata lUsaha lNegara l(PTUN) ldalam lmengadili lsuatu lperkara 

mempunyai lsuatu lkewenangan latau lkompetensi lyakni lkompetensi labsolut ldan 

                                                        
6 lDwi lAdiyah lPratiwi, lTelaah lPengangkatan ldan lPemberhentian lPerangkat lDesa 

lhttps://www.ombudsman.go.id/pengumuman/r/artikel--kepala-desa-bukan-raja--telaah-

pengangkatan-dan-pemberhentian-perangkat-desa l(diakses lpada l24 lJuli l2022, lpukul l09.07 

lWIB) 

7 lRepublik lIndonesia, lUndang-Undang lNomor l51 lTahun l2009 ltentang lperubahan lkedua 

lUndang-Undang lNomor l5 ltahun l1986 ltentang lPeradilan lTata lUsaha lNegara lpasal l1 

langaka l10 l,9.(pdf lhlm l4) l 

https://www.ombudsman.go.id/pengumuman/r/artikel--kepala-desa-bukan-raja--telaah-pengangkatan-dan-pemberhentian-perangkat-desa
https://www.ombudsman.go.id/pengumuman/r/artikel--kepala-desa-bukan-raja--telaah-pengangkatan-dan-pemberhentian-perangkat-desa
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relatif. lKompetensi labsolut ladalah lkewenangan lpengadilan luntuk lmengadili 

suatu lperkara lmenurut lobyek, lmateri latau lpokok lsengketa, lsedangkan 

kompetensi lrelatif lmerupakan lkompetensi lyang lberhubungan ldengan 

kewenangan lpengadilan luntuk lmengadili lsuatu lperkara lsesuai ldengan ldaerah 

hukumnya.8 

Karena merasa dirugikan oleh SK pemberhentian yang dikeluarkan oleh Kepala 

Desa Margorejo, Maka Saudara Haribowo melakukan gugatan ke PTUN pada 

tanggal 8 Juli 2020 dengan nomor perkara 20/G/2020/PTUN.BL untuk menuntut 

hak-haknya Kembali. Berdasarkan dari uraian diatas saya tertarik untuk meneliti 

lebih lanjut tentang kasus ini dalam skripsi saya yang berjudul “ANALISIS 

YURIDIS TERHADAP PUTUSAN SENGKETA PEMBERHENTIAN 

PERANGKAT DESA DI DESA MARGOREJO (Studi Putusan PTUN Bandar 

Lampung No 20/G/2020/PTUN.BL)” 

1.2 Rumusan Masalah Dan Ruang Lingkup Penelitian  

1) Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, terdapat beberapa 

permasalahan yang dapat dirumuskan dalam penelitian ini. Rumusan masalah 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:  

1. Bagaimana Pertimbangan hakim dalam memutus sengketa pemberhentian 

perangkat desa di desa Margorejo Pesawaran? 

2. Bagaimana Pelaksanaan Putusan PTUN Yang Telah Memiliki Hukum 

Tetap? 

2) Ruang Lingkup Permasalahan 

Ruang lingkup penelitian merupakan bingkai penelitian, yang mengilustrasikan 

batas penelitian, mempersempit persoalan serta membatasi area penelitian.9 Penulis 

                                                        
8 lS,F lMarbun, lPeradilan lTata lUsaha lNegara, lliberty, lYogyakarta l2003 lhlm.59 l 

9 Bambang Sunggono. 2011. Metodologi Penelitian Hukum. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 

hlm.11.  
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membatasi penelitian dengan judul “ Analisis Yuridis Terhadap sengketa 

Pemberhentian Perangkat Desa (Situdi Putusan PTUN Bandar Lampung No 

20/G/2020/PTUN.BL)” ini pada sengketa pemberhentian perangkat desa 

Margorejo kecamatan Tegineneng kabupaten Pesawaran melalui putusan 

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung dengan nomor register putusan 

No 20/G/2020/PTUN.BL .  

1.3 Tujuan Dan Manfaat Penelitian  

1) Tujuan penelitian  

1. Untuk mengetahui dan menganalisis mengenai pemberhentian perangkat 

Desa menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 

tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 

2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa. 

2. Untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hakim dalam 

mengambil keputusan terhadap pemberhentian perangkat Desa di Desa 

Margorejo Kabupaten Pesawaran. 

2) Kegunaan dan manfaat Penelitian  

Melalui penelitian ini, maka diharapkan dapat memberikan kegunaan secara 

teoritis maupun secara praktis.  

1. Secara Teoritis, Secara teori hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna 

bagi pengembang ilmu pengetahuan khususnya ilmu di bidang hukum 

administerasi negara terkait pemberhentian perangkat Desa di Desa 

Margorejo Kabupaten Pesawaran. 

2. Secara Praktis, Bagi masyarakat pada umumnya dan mahasiswa Fakultas 

Hukum pada khususnya diharapkan dapat menjadikan tulisan ini sebagai 

bahan bacaan, sumber kepustakaan dan referensi serta ilmu pengetahuan 

tentang pemberhentian perangkat desa menurut undang-undang yang 

berlaku. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.2 Tinjauan Umum Tentang Pemerintahan Desa  

2.2.1 Pengertian Desa  

Desa lmerupakan lbagian lpemerintahan lyang lpaling lbawah ldalam lsistem 

struktur lpemerintahan ldi lIndonesia lyang lmempunyai lbatas lwilayah ldan ltugas 

serta lkewajibannya ldalam lmenyelenggarakan lpemerintahan ldesa lsehingga  

desa lmempunyai ltugas ldan lkewenangan lmenentukan lkebijakan luntuk 

menjalankan lroda lpemerintahan lyang ldipimpin loleh lkepala ldesa lbersama 

sekretaris ldesa lbeserta lperangkat ldesa, lKeberadaan lperangkat ldesa lsering 

menjadi lpolemik lterhadap lpemberhentian ldan lpengangkatan lperangkat ldesa, 

mengingat lbanyaknya laturan lyang lmengaturnya. 

Menurut lH.A.W.Widjaja ldalam lbukunya lyang lberjudul l“otonomi ldesa” 

menyatakan lbahwa, lDesa ladalah lkesatuan lmasyarakat lhukum lyang 

mempunyai lsusunan lasli lberdasarkan lhak lasal lusul lyang lbersifat listimewa.10 

Landasan ldalam lmengenai lpemerintahan lDesa ladalah lkeanekaragaman, 

partisipasi, lotonomi lasli, ldemokratisasi, ldan lpemberdayaan lmasyarakat. 

Sedangkan lpengertian ldesa lmenurut lperaturan lperundang- lundangan lsebagai 

berikut; lPeraturan lPemerintah lNomor l43 lTahun l2014 ltentang lPeraturan 

pelaksanaan lUndang-Undang lNomor l6 lTahun l2014 lPasal l1 layat, ldesa ladalah 

desa ldan ldesa ladat latau lyang ldisebut ldengan lnama llain, lselanjutnya ldisebut 

desa, ladalah lkesatuan lmasyarakat lhukum lyang lmemiliki lbatas lwilayah lyang 

                                                        
10 lH.A.W. lWidjaja, lPemerintahan lDesa/Marga, lRaja lGrafindo lPersada, lJakarta, l2003, 

lhlm. l3. 
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berwenang luntuk lmengatur ldan lmengurus lurusan lpemerintahan, lkepentingan 

masyarakat lsetempat lberdasarkan lprakarsa lmasyarakat, lhak lasal lusul, ldan  

atau lhak ltradisional lyang ldiakui ldalam lsistem lpemerintahan lNegara lKesatuan 

Republik lIndonesia. l 

Berdasarkan lbeberapa lpengertian ltersebut, ldapat lditarik lbeberapa lciri lumum 

desa, lyaitu:11 

1. Desa lumumnya lterletak ldi latau lsangat ldekat ldengan lpusat lwilayah 

usaha ltani l(sudut lpandang lekonomi); 

2. Dalam lwilayah litu, lpertanian lmerupakan lkegiatan lotonomi ldominan; 

3. Faktor lpenguasaan ltanah lmenentukan lcorak lkehidupan lmasyarakatnya; 

4. Tidak lseperti ldi lkota lataupun lkota lbesar lyang lpenduduknya lsebagian 

besar lmerupakan lpendatang, lpopulasi lpenduduk ldesa llebih lbersifat 

“terganti ldari ldiri lsendiri”; 

5. Kontrol lsosial llebih lbersifat linformal, ldan linteraksi lantara lwarga ldesa 

lebih lpersonal ldalam lbentuk ltatap lmuka; ldan 

6. Mempunyai ltingkat lhomogenitas lyang lrelatif ltinggi ldan likatan lsosial 

relatif llebih lketat ldaripada lkota. 

Dengan ldemikian lsebagai lsuatu lbagian lsistem lpemerintahan lyang lada 

diIndonesia lyang ldinyatakan ldiakui lotonominya ldan lkepala lmelalui 

pemerintah ldapat ldiberikan lpenugasan ldari lpemerintahan ldaerah luntuk 

melaksanakan lpemerintahannya lditataran ldesa, lsebagai lorganisasi lujung 

tombak lpemerintahan lyang lsecara llangsung lberhadapan ldengan lmasyarakat 

dengan lsegala lkonsekuensinya, lmempunyai lperan lyang lsangat lstrategis luntuk 

mengtur ldan lmemberikan lpelayanan lpublik lyang llebih lbaik. 

2.2.2 Kewenangan Desa 

Pengertian lkewenangan ldalam lKamus lUmum lBahasa lIndonesia l(1989) 

diartikan lsama ldengan lwewenang, lyaitu lhak ldan lkekuasaan luntuk lmelakukan 

                                                        
11 lSuhartono, ldkk., lPolitik lLokal lParlemen lDesa: lAwal lKemerdekaan lsampai lJaman 

lOtonomi lDaerah, lLapera lPustaka lUtama, lYogyakarta, l2001, lhlm l14. 
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sesuatu. lHassan lShadhily lmenerjemahkan lwewenang l(authority) lsebagai lhak 

atau lkekuasaan lmemberikan lperintah latau lbertindak luntuk lmempengaruhi 

tindakan lorang llain, lagar lsesuatu ldilakukan lsesuai ldengan lyang ldiinginkan, 

memperjelas lterjemahan lauthority ldengan lmemberikan lsuatu lpengertian 

tentang l“pemberian lwewenang l(delegation lof lauthority)”. lDelegation lof 

authority lialah lproses lpenyerahan lwewenang ldari lseorang lpimpinan 

(manager) lkepada lbawahannya l(subordinates) lyang ldisertai ltimbulnya 

tanggungjawab luntuk lmelakukan ltugas ltertentu.12 l 

Prajudi lAtmosudirdjo l(1981) lmenyebutkan lbahwa lkewenangan ladalah lapa 

yang ldisebut lkekuasaan lformal, lkekuasaan lyang lberasal ldari lKekuasaan 

Legislatif l(diberi loleh lUndang-Undang) latau ldari lKekuasaan 

Eksekutif/Administratif. lKewenangan ladalah lkekuasaan lterhadap lsegolongan 

orang-orang ltertentu latau lkekuasaan lterhadap lsesuatu lbidang lpemerintahan 

(atau lbidang lurusan) ltertentu lyang lbulat, lsedangkan lwewenang lhanya 

mengenai lsesuatu londerdil ltertentu lsaja. lDi ldalam lkewenangan lterdapat 

wewenang-wewenang. lWewenang ladalah lkekuasaan luntuk lmelakukan lsesuatu 

tindak lhukum lpublik.13 

Kewenangan lDesa lMeliputi lkewenangan ldi lbidang lpenyelenggaraan 

Pemerintahan lDesa, lpelaksanaan lPembangunan lDesa, lpembinaan 

kemasyarakatan lDesa, ldan lpemberdayaan lmasyarakat lDesa lberdasarkan 

prakarsa lmasyarakat, lhak lasal lusul,dan ladat listiadat lDesa.14 lKewenangan 

Desa lmeliputi: 

1. Kewenangan lberdasarkan lhak lasal lusul lHak lyang lmerupakan lwarisan 

yang lmasih lhidup ldan lprakarsa lDesa latau lprakarsa lmasyarakat lDesa 

sesuai ldengan lperkembangan lkehidupan lmasyarakat, lantara llain lsistem 

                                                        
12 lKim lLentera, l(Online),( lhttp://www.karanganyar.desa.id/2017/11/17/memahami-

kewenangan- 

desa-berdasarkan-uu-desa/ ldiakses ltanggal l15 lSeptember l2022 ljam l05.48 lWIB) 
13 lIbid, lKim lLentera, l(Online),( lhttp://www.karanganyar.desa.id/2017/11/17/memahami- 

kewenangan-desa-berdasarkan-uu-desa/ ldiakses ltanggal l15 lseptember l2022 ljam l05.48 

lWIB 
14 lIsharyanto, lHukum lPemerintahan lDesa, lAbsolute lMedia, lYogyakarta lhlm l24 
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organisasi lmasyarakat ladat, lkelembagaan, lpranata ldan lhukum ladat, ltanah 

kas lDesa, lserta lkesepakatan ldalam lkehidupan lmasyarakat lDesa. l 

2. Kewenangan llokal lberskala lDesa lKewenangan luntuk lmengatur ldan 

mengurus lkepentingan lmasyarakat lDesa lyang ltelah ldijalankan loleh lDesa 

atau lmampu ldan lefektif ldijalankan loleh lDesa latau lyang lmuncul lkarena 

perkembangan lDesa ldan lprakarsa lmasyarakat lDesa, lantara llain ltambatan 

perahu, lpasar lDesa, ltempat lpemandian lumum, lsaluran lirigasi, lsanitasi 

lingkungan, lpos lpelayanan lterpadu, lsanggar lseni ldan lbelajar, lserta 

perpustakaan lDesa, lembung lDesa, ldan ljalan lDesa l 

3. Kewenangan lyang lditugaskan loleh lPemerintah, lPemerintah lProvinsi, latau 

Pemerintah lKabupaten/Kota; ldan l 

4. Kewenangan llain lyang lditugaskan loleh lPemerintah, lPemerintah lProvinsi, 

atau lPemerintah lKabupaten/Kota lsesuai ldengan lketentuan lperaturan 

perundang-undangan. l 

Pelaksanaan lkewenangan lberdasarkan lhak lasal lusul ldan lkewenangan llokal 

berskala lDesa ldiatur ldan ldiurus loleh lDesa.15 lPenugasan ldari lPemerintah 

dan/atau lPemerintah lDaerah lkepada lDesa lmeliputi lpenyelenggaraan 

Pemerintahan lDesa, lpelaksanaan lPembangunan lDesa, lpembinaan 

kemasyarakatan lDesa, ldan lpemberdayaan lmasyarakat lDesa ldisertai lbiaya.16 

2.2.3 Pengertian Kepala Desa 

Kepala lDesa lmerupakan lpimpinan ldari lpemerintah ldesa. lMasa ljabatan  

Kepala lDesa ladalah l6 l(enam) ltahun, ldan ldapat ldiperpanjang llagi luntuk lsatu 

kali lmasa ljabatan lberikutnya. lPasal l26 lUndang-Undang lNomor l6 lTahun  

2014 ltentang lDesa lmenyebutkan lbahwa lTugas lKepala lDesa ladalah 

Menyelenggarakan lPemerintahan lDesa, lMelaksanakan lPembangunan lDesa, 

Pembinaan lKemasyarakatan lDesa, ldan lPemberdayaan lMasyarakat lDesa. l 

                                                        
15 lPasal l20 lUndang-Undang lNomor l6 ltahun l2014 
16 lIbid, lPasal l22 
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Selain lpengertian lKepala lDesa lmenurut lundang-undang ldi latas, ladapun 

pengertian lkapala ldesa lmenurut lbeberapa lahli ldiantaranya lmenurut lTahmit, 

yang lmenjelaskan lbahwa lKepala lDesa ladalah lpemimpin ldari ldesa ldi 

Indonesia, lKepala lDesa lmerupakan lpimpinan ldari lpemerintah ldesa, lmasa 

jabatan lKepala lDesa ladalah l6 ltahun, ldan ldapat ldiperpanjang llagi luntuk lsatu 

kali lmasa ljabatan lberikutnya. lSedangkan lKepala lDesa lmenurut lSapirin 

penyelenggara ldan lsekaligus lsebagai lpenanggung ljawab latas ljalannya lroda 

pemerintahan ldan lpembangunan ldi ldalam lwilayahnya.17 

Berdasarkan lpengertian ldi latas, lmaka ldapat ldisimpulkan lbahwa lKepala lDesa 

adalah lsesorang lyang lbertugas lmenyelenggarakan lPemerintahan lDesa, 

melaksanakan lPembangunan lDesa, lpembinaan lkemasyarakatan lDesa, ldan 

pemberdayaan lmasyarakat lDesa. 

2.2.4 Kewenangan Kepala Desa  

Pasal l5 lUndangUndang lNomor l6 lTahun l2014 ltentang lDesa ldengan ltegas 

mengakui lbahwa lkedudukan ldesa lbukan lmenjadi lsubordinat lkabupaten/kota, 

melainkan lberada ldi lwilayah lkabupaten/kota. lAtas ldasar lkedudukan lseperti 

ini, lmaka ldesa lmasa llalu lpasti lsudah lmemiliki lkekuasaan lyang labsah luntuk 

melakukan ltindakantindakan lmengatur ldan lmengurus lkepentingan lmasyarakat 

desa. lBerdasarkan lUndang-undang lNomor l6 ltahun l2014 lpasal l26 layat l(1) 

tentang lDesa lmenyebutkan lbahwa, lKepala lDesa lbertugas lmenyelenggarakan 

pemerintahan lDesa, lMelaksanakan lpembangunan lDesa, lpembinaan 

kemasyarakatan lDesa, ldan lpemberdayaan lmasyarakat lDesa,
 l

Memimpin 

penyelenggaraan lpemerintahan lDesa ladalah lsebuah lkewenangan lKepala lDesa 

dalam lmemutuskan lkebijakan ldari lsegala lbidang, ldalam lhal 

menyelenggarakan lpemerintahan lkepala ldesa ldiberikan lwewenang luntuk 

mengangkat ldan lmemberhentikan lperangkat lDesa lsebagai lmana lyang 

tercantum ldalam lPasal l26 layat l(2) lhuruf lb lUndang-Undang lNomor l6 lTahun 

2014 ltentang lDesa. lDalam lupaya luntuk lmelaksanakan ltugas ldan lfungsi 

                                                        
17 l lSapirin, lPeran lKepala lDesa lDalam lPembangunan lDesa, lejournalunigoro, lhlm l4. 
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kepala ldesa, lmaka lkepala ldesa ljuga ldiberikan lkewenangan loleh lpemerintah 

melalui lperaturan lperundang-undangan. lDalam lhal lini lkewenangan ldari  

kepala ldesa lpada lUndang-Undang lNomor l6 lTahun l2014 ltentang lDesa ldalam 

menjalankan ltugas lsebagai lKepala lDesa lterdapat l15 l(lima lbelas)  

kewenangan, lkewenangan lKepala lDesa ltersebut ladalah lsebagai lberikut;18 

1. Memimpin lpenyelenggaraan lpemerintahan ldesa ldan ldibantu loleh 

perangkat lDesa. 

2. Mengangkat lserta lmemberhentikan lperangkat ldesa 

3. Memegang lkekuasaan ldalam lhal lpengelolaan lkeuangan ldan laset ldesa 

4. Menetapkan lPeraturan lDesa 

5. Menetapkan lAnggaran lPendapatan ldan lBelanja lDesa l(APBDes) 

6. Membina lkehidupan ldari lseluruh lmasyarakat ldesa lsetempat 

7. Membina lketentraman ldan lketertiban lmasyarakat ldesa lsetempat 

8. Membina lserta lmeningkatkan lkehidupan ldari lperekonomian lDesa lserta 

mengintegrasikan lagar lmencapai lsuatu lperekonomian ldengan lskala 

produktif luntuk lsebesar-besarnya lkemakmuran ldari lmasyarakat ldesa 

setempat 

9. Mengembangkan lsumber lpendapatan lDesa 

10. Mengusulkan lserta lmenerima lpelimpahan ldari lsebagian lkekayaan 

negara luntuk ldapat lmeningkatkan lkesejahteraan ldari lmasyarakat lDesa 

setempat. 

11. Mengembangkan lkehidupan lsosial lbudaya ldari lmasyarakat lDesa 

setempat. 

12. Memanfaatkan lteknologi ltepat lguna ldi ldesa. 

13. Mengkoordinasikan lpelaksanaan ldari lpembangunan ldesa lsecara 

partisipatif 

14. Mewakili lDesa ldi ldalam ldan ldi lluar lpengadilan latau lmenunjuk lkuasa 

hukum luntuk lmewakilinya lsesuai ldengan lketentuan lperaturan 

perundang-undangan lyang lberlaku 

                                                        
18 lRahyunir lRauf ldan lSri lMaulidiah, lPemerintahan lDesa l(Pekanbaru l: lZanfa lPublishing, 

l2015) lhlm l136 
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15. Melaksanakan lwewenang llain lyang lsesuai ldengan lketentuan lperaturan 

perundang-undangan lyang lberlaku. 

Dalam lmelakukan lwewenangnya luntuk lmelakukan lpemberhentian lperangkat 

Desa loleh lkepala lDesa ltentu lharus lsesuai ldengan lketentuan ldan lhukum lyang 

berlaku, ldalam lpermendagri lsudah ljelas ldisebutkan lbahwa lperangkat lDesa 

diberhentikan lkarena ltiga lsebab, lpertama lkarena lmeninggal ldunia, lkedua 

karna latas lpermintaan lsendiri, ldan lketiga lkarna ldiberhentikan. l 

2.2.5 Pengertian Perangkat Desa 

Perangkat lDesa lmerupakan lbagian ldari lpenyelenggara lpemerintahan lyang 

tedapat ldidesa lserta lmempunyai ltugas ldalam lmembantu lseorang lkepala ldesa 

dalam lmejalankan ltugas ldan lwewenang lkepala ldesa ltersebut ldalam 

melaksanakan lpemerintahan ldari ldesa ltersebut ldan lkeperluan ldari lmasyarakat 

di ldesa ldimana ltempat ltugasnya.19 lAdapun lperangkat ldesa llainnya lyang 

dimaksud lbiasanya ljumlah ldan lsebutannya ldisesuaikan ldengan lkebutuhan ldan 

kondisi lsosial lbudaya lmasyarakat lsetempat lyang lbiasa ldikenal ldengan  

sebutan lkepala lurusan/kepala lseksi ldan lunsur lkewilayahan/ lkepala ldusun  

yang lada ldi lsetiap lpemerintahan ldesa. lHal lini ljuga ldiatur ldalam lStruktur 

Organisasi lTata lKerja lKepemerintahan l(SOTK). lBerdasarkan lUndangUndang 

Republik lIndonesia lNomor l6 lTahun l2014 ltentang lDesa lPasal l48, lbahwa: 

Perangkat lDesa lterdiri latas: la. lsekretariat lDesa; lb. lpelaksana lkewilayahan; 

dan lc. lpelaksana lteknis lPerangkat ldesa ladalah lunsur lpembantu lkepala ldesa 

yang lbertugas lmembantu lkepala ldesadalam lmelaksanakan ltugas ldan 

wewenangnya, lyang ljumlah ldan lsebutannya ldisesuaikan ldengan lkondisi   

sosial lbudaya lmasyarakat lsetempat.20 lDalam lmelaksanakan ltugasanya 

Perangkat ldesa ldilarang luntuk: l 

                                                        
19 lDwi lAdiyah lPratiwi, lKepala lDesa lBukan lRaja l: lTelaah lPengangkatan ldan 

lPemberhentian lPerangkat lDesa, l(Online), lhttps://ombudsman.go.id/artikel/r/artikel--kepala-

desa-bukan-raja--telaah-pengangkatan-dan-pemberhentian-perangkat-desa l(diakses l30 loktober 

l2022) 
20 lRose lSiti lBadriah lPengaruh lRekruitmen lPerangkat lDesa lTerhadap lKinerja lPerangkat 

lDesa lDi lDesa lAndapraja lKecamatan lRajadesa lKabupaten lCiamis, lArtikel, lhlm l485 

https://ombudsman.go.id/artikel/r/artikel--kepala-desa-bukan-raja--telaah-pengangkatan-dan-pemberhentian-perangkat-desa
https://ombudsman.go.id/artikel/r/artikel--kepala-desa-bukan-raja--telaah-pengangkatan-dan-pemberhentian-perangkat-desa
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1. merugikan lkepentingan lumum; l 

2. membuat lkeputusan lyang lmenguntungkan ldiri lsendiri, langgota lkeluarga, 

pihak llain, ldan/atau lgolongan ltertentu; l 

3. menyalahgunakan lwewenang, ltugas, lhak, ldan/atau lkewajibannya; l 

4. melakukan ltindakan ldiskriminatif lterhadap lwarga ldan/atau lgolongan 

masyarakat ltertentu; l 

5. melakukan ltindakan lmeresahkan lsekelompok lmasyarakat lDesa; l 

6. melakukan lkolusi, lkorupsi, ldan lnepotisme, lmenerima luang, lmemengaruhi 

keputusan latau ltindakan lyang lakan ldilakukannya; l 

7. menjadi lpengurus lpartai lpolitik; l 

8. menjadi langgota ldan/atau lpengurus lorganisasi lterlarang; l 

9. merangkap ljabatan lsebagai lketua ldan/atau langgota lBPD, langgota lDPR 

RI, lDPD lRI, lDPR lDaerah lProvinsi latau lDPR lDaerah lKabupaten/Kota, 

dan ljabatan llain lyang lditentukan ldalam lperaturan perundanganundangan.l 

10. ikut lserta ldan/atau lterlibat ldalam lkampanye lpemilihan lumum ldan/atau 

pemilihan lkepala ldaerah; l 

11. melanggar lsumpah/janji ljabatan; ldan l 

12. meninggalkan ltugas lselama l60 l(enam lpuluh) lhari lkerja lberturutturut 

tanpa lalasan lyang ljelas ldan ltidak ldapat ldipertanggungjawabkan. 

Perangkat lDesa lyg lmelanggar llarangan ltersebut ldikenai lsanksi ladministratif 

berupa lteguran llisan ldan/atau lteguran ltertulis. lDalam lhal lsanksi ltersebut  

tidak ldilaksanakan, ldilakukan ltindakan lpemberhentian lsementara ldan ldapat 

dilanjutkan ldengan lpemberhentian.21 

                             2.1 Tinjauan Umum Tentang PeradilanTata Usaha Negara  

2.1.1 Tinjauan Umum Peradilan Tata Usaha Negara 

Negara lRepublik lIndonesia lsebagai lnegara lhukum lyang lberdasarkan   

pancasila ldan lUndang-Undang lDasar lRepublik lIndonesia ltahun l1945 

                                                        
21 lRamlan ldan lEka lN.A.M lSihombing, lHukum lPemerintahan lDesa l(Medan: lEnam 

lMedia l2021) lhlm l45 
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bertujuan luntuk lmewujudkan ltata lkehidupan lberbangsa ldan lbernegara lyang 

Makmur, ladil, ldan lsentosa. lDalam lmewujudkan ltata lkehidupan ltersebut, 

dilakukan lmelalui lpembangunan lnasional lsecara lbertahap ldan lterencana   

secara lsistematis. lMetode lyang ldilakukan ldengan lprogram lpembangunan 

nasional lmaupun lrencana lpembangunan ljangka lpanjang lmaupun lmenengah 

aktivitas lpembangunan lyang ldilakukan ldiantaranya lmembina, 

menyempurnakan, ldan lmenertibkan laparatur ldi lbidang ltata lusaha lnegara lagar 

mampu lmenjadi lalat lyang lefisien, lefektif, lbersih, ldan lberwibawa, lserta   

dalam lmelaksanakan ltugasnya lselalu lberdasarkan lhukum ldengan ldilandasi 

semangat ldan lsikap lpengabdian luntuk lmasyarakat.22 l 

Langkah luntuk lmembina, lmenyempurnakan, ldan lmenertibkan laparatur  

tersebut ladalah ldengan lcara lmembentuk lUndang-Undang lRepublik lIndonesia 

Nomor l5 lTahun l1986 lTentang lPeradilan lTata lUsaha lNegara, lsebagaimana 

yang ldiubah lterakhir lkali ldengan lUndang-Undang lRepublik lIndonesia lNomor 

48 lTahun l2009 ltentang lPeradilan lTata lUsaha lNegara. lUndang-Undang 

tersebut ldibentuk luntuk lmenjalankan lamanat lkonstitusi, lyang lmenghendaki 

adanya lPeradilan lTata lUsaha lNegara lsebagai lsalah lsatu lpelaksana lkekuasaan 

kehakiman. lSelain lamanat lkonstitusi ltersebut, ljika ldicermati larah lpolitik 

hukum ldibentuknya lperadilan ltata lusaha lnegara ldapat ldilihat ldalam 

penjelasan lUndang-Undang lRepublik lIndonesia lNomor l5 lTahun l1986 ltentang 

Peradilan lTata lUsaha lNegara ltersebut. l23 

Adanya lPeradilan lTata lUsaha lNegara ldi lberbagai lnegara lmodern lterutama 

negara-negara lpenganut lpaham lWelfare lState l(Negara lKesejahteraan) 

merupakan lsuatu ltonggak lyang lmenjadi ltumpuan lharapan lbagi lwarga lnegara 

untuk lmempertahankan lhak-haknya lyang ldirugikan loleh lperbuatan lhukum 

publik lyang ldilakukan lpejabat ladministrasi lnegara lkarena lkeputusan latau 

kebijakan lyang ldikeluarkannya. lMelihat lkenyataan ltersebut, ldapat ldipahami 

bahwa lperadilan ladministrasi lnegara l(PTUN) ldiperlukan lkeberadaannya, 

                                                        
22 lYuslim. l2017. lHukum lAcara lPeradilan lTata lUsaha lNegara. lsinar lgrafika, lJakarta. 

lhlm l18 
23 lIbid, lhalaman l19. l 
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sebagai lsalah lsatu ljalur lbagi lpara lpencari lkeadilan lyang lmerasa 

kepentingannya ldirugikan lkarena ldalam lmelaksanakan lkekuasaannya litu 

ternyata lbadan latau lpejabat ladministrasi lnegara lyang lbersangkutan lterbukti 

melanggar lketentuan lhukum.24 l 

Eksistensi lPeradilan lTata lUsaha lNegara ltidak lhanya ldimaksudkan luntuk 

pengawasan lekstern lterhadap lpenyelenggara lpemerintahan ltetapi lsesuai ldan 

memenuhi lunsur-unsur lyang lberlaku lbagi lsuatu lnegara lhukum. lPeradilan  

Tata lUsaha lNegara ldiharapkan lberfungsi lsebagai lbadan lperadilan lyang 

mampu lmenyeimbangkan lkepentingan lpemerintah ldengan lkepentingan 

masyarakat lmelalui lpenegakan lHukum lAdministrasi lnegara. lKeseimbangan 

tersebut ldiwadahi ldalam lPeradilan lTata lUsaha lNegara ldengan lmemberikan 

kesempatan lkepada lwarga luntuk lmenguji lkeputusan ladministrasi l(pemerintah) 

yang ldianggap lmerugikan lkepentingan lwarga. lDengan lpengujian ltersebut,   

jika lpengadilan lmengabulkan lgugatan lwarga lmaka lpihak lpemerintah lakan 

mampu lmengoreksi ltindakan lpemerintahan lyang ldijalankannya.25 lKarakteristik 

Hukum lAcara lPeradilan lTata lUsaha lNegara, lyaitu:26 

1. Dalam lmengajukan lgugatan lharus lada lkepentingan, lbila ltidak lada 

kepentingan lmaka ltidak lada lgugatan l(point ld’interet-point lde laction, lno 

interse lno laction) l(Pasal l53 layat l(1) lUndang-Undang lRepublik lIndonesia 

Nomor l5 lTahun l1986 lJo lUndang-Undang lRepublik lIndonesia lNomor l9 

Tahun l2004 ljo. lUndang-Undang lRepublik lIndonesia lNomor l51 lTahun 

2009). l 

2. Tenggang lwaktu lmengajukan lgugatan lrelatif lsingkat l(Pasal l55 lUndang-

Undang lRepublik lIndonesia lNomor l5 lTahun l1986 lJo lUndangUndang 

Republik lIndonesia lNomor l9 lTahun l2004 ljo. lUndang-Undang lRepublik 

Indonesia lNomor l51 lTahun l2009). l 

                                                        
24 lPTUN lDenpasar, lEksistensi lPeradilan lAdministerasi lNegara l(PTUN) lDalam 

lMewujudkan lSuatu lPemerintahan lYang lBaik l(Good lGovermence), l(online) 

lhttps://www.ptun-denpasar.go.id/artikel/baca/4 l(diakseses l30 lOktober l2022) 
25 lYuslim, lOp. lCit., lhlm. l20 
26 lIbid, lhlm l37-38 

https://www.ptun-denpasar.go.id/artikel/baca/4
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3. Dikenal ldua lmacam lkewenangan, lyaitu lkewenangan labsolute lmelalui 

Pasal l47 lUndang-Undang lRepublik lIndonesia lNomor l5 lTahun l1986 lJo 

Undang-Undang lRepublik lIndonesia lNomor l9 lTahun l2004 ldan 

kewenangan lrelatif lmelalui lPasal l54. l 

4. Hakim lberperan laktif lterhadap ljalannya lperkara l(asas ldominius llitis) 

Pasal l63 layat l(2) lbutir la ldan lb, lPasal l80 layat l(1), lPasal l86 layat l(1), 

Pasal l103 layat l(1), lPasal l107 layat l(1), lPasal l116-117 lUndang-Undang 

Republik lIndonesia lNomor l5 lTahun l1986 lJo lUndang-Undang lRepublik 

Indonesia lNomor l9 lTahun l2004. l 

5. Dikenal ldua lmacam lputusan, lyakni lputusan lsela l(Pasal l83 layat l(2) 

Undang-Undang lRepublik lIndonesia lNomor l5 lTahun l1986 lJo 

UndangUndang lRepublik lIndonesia lNomor l9 lTahun l2004. ldan lputusan 

akhir lPasal l97 lUndang-Undang lRepublik lIndonesia lNomor l5 lTahun  

1986 lJo lUndang-Undang lRepublik lIndonesia lNomor l9 lTahun l2004. l 

6. Pengujian lhakim lbersifat lex ltunc l 

7. Putusan lakhir ltidak lboleh lbersifat lultra lpetita, ltetapi ldimungkinkan 

reformation lin lpeius lsepanjang ldiatur ldalam lperaturan perundangundangan  

8. Asas lerga lomnes lberlaku lterhadap lputusan lhakim lPengadilan lTata lUsaha 

Negara l 

9. Dikenal ldua lmacam leksekusi, lotomatis l(Pasal l116 layat l(1)-(2) ldan 

hierarki l(Pasal l11 layat l(3)-(6) l). l10. lDikenal ldua lupaya lhukum lyakni 

upaya lhukum lbiasa ldan lupaya lhukum lluar lbiasa. 

Keberadaan llembaga lPeradilan lTata lUsaha lNegara lmerupakan lsebuah 

manisfestasi ldari lteori lkedaulatan lrakyat lyang lmemiliki ltujuan lmewujudkan 

perlindungan lhak lasasi lmanusia ldari lkesewenang-wenangan lyang ldilakukan 

oleh lpenguasa. lGuna lmelindungi lhak lasasi lmanusia lwarga lnegara ldari 

kesewenang-wenangan lyang ldilakukan loleh lpenguasa, lmaka lkedaulatan   

rakyat ltersebut lharus ldilembagakan ldengan lmemisahkan lkekuasaan lnegara 

sebagaimana lmerujuk lpada lpendapat lpara lahli lseperti ljohn llock ldan 

kemudian ldikembangkan lmontesqueiu lmenjadi ltrias lpolitica, lyaitu lpembagian 

kekuasaan lnegara lmenjadi lkekuasaan llegislatif leksekutif, ldan lyudikatif. 
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Konsep lTrias lPolitica tersebut lselanjutnya ldipertegas ldengan lmemunculkan 

konsep lrechtsstaat ldengan lunsur-unsur:27 

1. adanya lperlindungan lhak lasasi lmanusia; 

2. pemisahan latau lpembagian lkekuasaan luntuk lmenjamin lhak-hak litu; 

3. pemerintahan lberdasarkan lperaturan lperundang-undangan; ldan 

4. adanya lPeradilan lTata lUsaha lNegara. l 

Sebagai lhukum lformil, lfilosofi lhukum lacara lPeradilan lTata lUsaha lNegara 

tercermin ldalam lkonsideransimenimbang lUndang-Undang lRepublik lIndonesia 

Nomor l5 lTahun l1986 lTentang lPeradilan lTata lUsaha lNegara ltersebut, lyaitu 

adanya lpengayoman lkepada lmasyarakat loleh lPeradilan lTata lUsaha lNegara 

agar lterwujud lhubungan lyang lserasi, lseimbang, ldan lselaras lantara laparatur  

di lbidang lTata lUsaha lNegara ldengan lwarga lmasyarakat.28 

Keputusan ltata lusaha lnegara latau lyang lbiasanya ldisebut ldengan ldisebut 

beschikking ldapat ldigugat loleh lsetiap lwarga lnegara latau lsubjek lhukum 

Indonesia llainnya lke lpengadilan ltata lusaha lnegara. lKeberadaan llembaga 

pengadilan lyang ldapat ldipakai luntuk lmelawan latau lmenggugat lnegara lbila 

keputusan lyang ldiambilnya lmenimbulkan lketidakadilan lbagi lwarga lnegara 

pada lumumnya, lMerupakan lsalah lsatu lciri lpenting lnegara lhukum 

(rechtsstaat). lDengan ldemikian, ldiharapkan lsiapa lsaja lyang lmenduduki 

jabatan lpemerintahan lnegara ltidak lakan lmembuat lkeputusan-keputusan lyang 

sewenang-wenang ldengan lmerugikan lhak-hak lwarga lnegara lyang lseharusnya 

dilayani ldengan lsebaik-baiknya loleh lpara lpejabat lpemerintahan.29 

 

                                                        
27 lSudarsono, lDan lRabbenstain lIzroiel. l2019. lPetunjuk lPraktis lBeracara lDi lPeradilan l 

Tata lUsaha lNegara lKonvensional lDan lElektronik. lJakarta:Kencana, lhlm l1-2. 
28Ibid l, lhlm l5. 
29 lTitik lTriwulan, ldan lismu lgunadi lwidodo. l2011. lhukum ltata lusaha lnegara ldan 

lhukum l 

acara lperadilan ltata lusaha lnegara lIndonesia. lJakarta:kencana, lhlm l567-568. 
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2.1.2 Tinjauan Umum Tentang Objek Dan Subjek Sengketa Tata Usaha  

Negara 

Peradilan ltata lusaha lnegaramerupakan lsebuah lwadah lbagi lrakyat lpencari 

keadilan lterhadap lsengketa ltata lusaha lnegara lyang ldikeluarkan loleh lpejabat 

tata lusaha lnegara. lrakyat lpencari lkeadilan ladalah ltiap lorang lbaik lwarga 

negara lIndonesia lmaupun lasing, ldan lbadan lhukum lperdata lyang lmencari 

keadilan lpada lperadilan ltata lusaha lnegara.30 

Dalam lUndang-Undang lNomor l51 lTahun l2009 ltentang lPerubahan lKedua   

atas lUndang-Undang lRI lNomor l5 lTahun l1986 ltentang lPeradilan lTata lUsaha 

Negara, lPasal l1 langka l10 ldisebutkan lsengketa ltata lusaha lnegara ladalah 

sengketa lyang ltimbul ldalam lbidang ltata lusaha lnegara lantara lorang latau 

badan lhukum lperdata ldengan lbadan latau lpejabat ltata lusaha lnegara, lbaik ldi 

pusat lmaupun ldi ldaerah, lsebagai lakibat ldikeluarkannya lkeputusan ltata lusaha 

negara, ltermasuk lsengketa lkepegawaian lberdasarkan lperaturan lperundang-

undangan lyang lberlaku. l 

Sengketa ltata lusaha lnegara ldapat lterjadi lapabila ldikeluarkannya lkeputusan 

tata lusaha lnegara. lApa lyang ldimaksud ldengan lkeputusan ltata lusaha lnegara 

menurut lUndang-Undang lRI lNomor l5 lTahun l1986 ljo. lUndang-Undang 

Nomor l9 lTahun l2004 ljo. lUndang-Undang lRI lNomor l51 lTahun l2009  

terdapat ldalam lPasal l1 langka l3 lUndang-Undang lRI lNomor l5 lTahun l1986 

(Pasal l1 langka l9 lUndang-Undang lRI lNomor l5 lTahun l1986 ljo. lUndang- 

Undang lRI lNomor l51 lTahun l2009) lyang lmenentukan lbahwa: 

“Keputusan lTata lUsaha lNegara ladalah lsuatu lpenetapan ltertulis lyang 

dikeluarkan loleh lBadan latau lPejabat lTata lUsaha lNegara lyang lberisi 

tindakan lhukum lTata lUsaha lNegara lyang lberdasarkan lperaturan 

perundang-undangan lyang lberlaku, lyang lbersifat lkongkret, lindividual, 

                                                        
30 lBadriyah lKhaleed. l2016. lMekanisme lPengadilan lTata lUsaha lNegara l(PTUN). l 

Yogyakarta:Pustaka lYustisia, lhlm l5. 
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dan lfinal, lyang lmenimbulkan lakibat lhukum lbagi lseseorang latau lbadan 

hukum lperdata” 

Perkembangan lpolitik lhukum lpasca-reformasi, lkhususnya ldengan 

diundangkannya lUndang-Undang lRepublik lIndonesia lNomor l30 lTahun l2014 

Tentang lAdministrasi lPemerintahan, lmaka lyang ldapat lmenjadi lobjek   

sengketa ldan ldapat ldigugat ldi lPeradilan lTata lUsaha lNegara lmenjadi llebih 

luas, lmeliputi: 

1. keputusan ladministrasi lpemerintahan 

2. tindakan ladministrasi lpemerintahan 

Jika ldiuraikan lapa lyang ldimaksud ldengan lKeputusan lTata lUsaha lNegara 

tersebut, lmaka lakan lditemukan lunsur-unsurnya, lyaitu: 

1. Penetapan ltertulis; 

2. Dikeluarkan loleh lbadan latau lPejabat lTata lUsaha lNegara; 

3. Berisi ltindakan lhukum lTata lUsaha lNegara lberdasarkan lperaturan 

perundang-undangan; 

4. bersifat lkongkret, lindividual, ldan lfinal; 

5. menimbulkan lakibat lhukum lbagi lseseorang latau lbadan lhukum lperdata.31 

Dalam lsetiap lsengketa lpasti lada lyang lnamanya lsubjek ldan lobjek lsengketa 

yang lmenjadi linti ldari lsuatu lpermasalahan. lApabila lmembahas ltentang ltata 

usaha lnegara, lmaka ltiap-tiap lproses lsengketa ltata lusaha lnegara lselalu  

dimulai ldengan ldiajukannya lsurat lgugatan loleh lpenggugat latau loleh   

kuasanya ldalam ldaerah lhukum lpengadilan ldi lmana ltergugat lbertempat 

kedudukan. lDalam lproses lsengketa litu lterdapat ldua lsubjek lsengketa latau  

para lpihak lyang lbersengketa ldi lbidang lhukum ladministrasi lnegara lserta 

lazimnya ldisebut lsebagai lpenggugat ldan ltergugat.32 lJadi, ldapat ldiketahui 

                                                        
31 lR. lWiyono, lHukum lAcara lPeradilan lTata lUsaha lNegara l(Jakarta: lSinar lGrafika, 

l2016), l 

hlm l17 
32 lMr. lMartiman lProdjohamidjojo, l2005 lHukum lAcara lPengadilan lTata lUsaha lNegara 

ldan lUU l 
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bahwa lsubjek lsengketa ldalam ltata lusaha lnegara ladalah lpihak ltergugat ldan 

pihak lpenggugat. 

Berdasarkan lUndang-Undang lRepublik lIndonesia lNomor l30 lTahun l2014 

Tentang lAdministrasi lPemerintahan, lterdapat lbeberapa lpasal lyang ljuga 

mengatur ltentang lsubjek ldalam lgugatan lTata lUsaha lNegara, lyaitu lPasal l40 

Undang-Undang lRepublik lIndonesia lNomor l30 lTahun l2014 ltentang 

Administrasi lPemerintahan, lmenyebutkan lpihak-pihak ldalam lprosedur 

administrasi lpemerintahan lterdiri latas: l 

1. Badan latau lpejabat lpemerintahan: ldan l 

2. Warga lmasyarakat lsebagai lpemohon latau lpihak lyang lterkait. l 

Pasal l1 langka l3 lUndang-Undang lRepublik lIndonesia lNomor l30 lTahun l2014 

Tentang lAdministrasi lPemerintahan, lmenyebutkan: l 

“Badan ldan/atau lpejabat lpemerintahan ladalah lunsur lyang lmelaksanakan 

fungsi lpemerintahan, lbaik ldi llingkungan lpemerintahan lmaupun lpenyelenggara 

negara llainnya” 

Pasal l4 layat l(1) lUndang-Undang lRepublik lIndonesia lNomor l30 lTahun l2014 

Tentang lAdministrasi lPemerintahan, lmenyebutkan: l 

“(1) Ruang lingkup pengaturan administrasi pemerintahan dalam 

undangundang ini meliputi semua aktivitas: 

a. Badan dan/atau pejabat pemerintahan yang menyelenggarakan fungsi 

pemerintahan dalam lingkup lembaga eksekutif.  

b. Badan dan/atau pejabat pemerintahan yang menyelenggarakan fungsi 

pemerintahan dalam lingkup lembaga yudikatif  

c. Badan dan/atau pejabat pemerintahan yang menyelenggarakan fungsi 

pemerintahan dalam lingkup lembaga legislatif dan  

                                                        
PTUN l2004 l(Bogor: lGhalia lIndonesia,, lhlm l16. 
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d. Badan dan/atau pejabat pemerintahan lainnya yang menyelenggarakan fungsi 

pemerintahan yang disebutkan Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945 dan/atau Undang-undang.” 

Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 

Tentang Administrasi Pemerintahan, menyebutkan:  

“Warga masyarakat adalah seorang atau badan hukum perdata yang terkait 

dengan keputusan dan/atau tindakan”  

Berdasarkan lrumusan lPasal-Pasal ldalam lUndang-Undang lPeradilan lTata 

Usaha lNegara ldan lUndang-Undang lRepublik lIndonesia lNomor l30 lTahun 

2014 lTentang lAdministrasi lPemerintahan, lterbaca lbahwa lyang lmenjadi  

subjek ldalam lsengketa lTata lUsaha lNegara lsesudah lberlakunya lUndang-

Undang lRepublik lIndonesia lNomor l30 lTahun l2014 lTentang lAdministrasi 

Pemerintahan, ladalah: l 

1. Penggugat: lWarga lmasyarakat, lyaitu lseorang latau lbadan lhukum lperdata 

yang lterkait ldengan lkeputusan ldan/atau ltindakan. lBadan lpemerintahan 

dapat lmenjadi lpenggugat ldalam lrangka lmempertahankan lhak 

keperdataannya. l 

2. Tergugat: lBadan ldan/atau lpejabat lpemerintahan, lyang ldiartikan lsecara 

fungsional, lyaitu ldidasarkan lpada lpelaksanaan lfungsi lpemerintahan, lbaik 

dilingkungan lpemerintahan lmaupun lpenyelenggara lnegara llainnya. 

3. Intervensi: lOrang/badan lhukum lperdata lyang ltidak ldituju lsecara llangsung 

oleh lobjek lsengketa l(pihak lketiga), lnamun lmerasa ldirugikan ldengan 

keberadaan lobjek lsengketa ltersebut. lAtas lprakarsa lhakim latau lprakarsa 

diri lsendiri, lpihak lketiga ltersebut ldapat lmengajukan lpermohonan luntuk 

masuk ldalam lsengketa lTata lUsaha lNegara lyang lsedang lberjalan.33 

Hukum lacara lPeradilan lTata lUsaha lNegara ladalah lhukum lacara lperadilan 

khusus lyang lberlaku ldi llingkungan lperadilan ltata lusaha lnegara. lsebagai   

                                                        
33 lSudarsono, ldan lrabbenstain lizroiel. lOp.Cit, lhlm l33-34 
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acara lperadilan lkhusus, lmaka lmempunyai lkarakteristiknya lsendiri, lmengikuti 

karakter lperadilannya. lperadilan ltata lusaha lnegara lsebagai lperadilan lkhusus, 

dibentuk luntuk lmemberi lperlindungan lhukum lkepada lrakyat latas ltindakan 

pemerintahan lyang lterindikasi lmerugikan lhak ldan latau lkepentingan lindividu. 

namun ldisamping litu, ljuga lperadilan lini ldibentuk lperlindungan lhukum  

kepada lbadan latau lpejabat lpemerintahan lsebagai lsubjek lhukum lyang lharus 

dihormati ldan ldijaga lkewibawaannya luntuk ldan lkepentingan lpemerintah.34 

2.1.3 Tinjauan Umum Tentang Putusan Hakim Tata Usaha Negara  

Kekuasaan lkehakiman ldi lIndonesia lmemiliki lkekuasaan lyang lterpisah ldari 

lembaga-lembaga lpolitik lseperti lpresiden lataupun lDPR, lsebagaimana lyang 

tercantum ldalam lUndang-Undang lDasar lRepublik lIndonesia ltahun l1945,   

yang lberbunyi l“kekuasaan lkehakiman lmerupakan lkekuasaan lyang lmerdeka, 

untuk lmenyelenggarakan lperadilan lguna lmenegakkan lhukum ldan lkeadilan.”
 

Hal lini lmerupakan lsalah lsatu lprinsip lpenting lnegara lhukum lyang lmembawa 

konsekuensi ladanya ljaminan lpenyelenggaraan lperadilan. l 

Kekuasaan lkehakiman ldi lIndonesia ldilaksanakan loleh lsebuah lMahkamah 

Agung ldan lbadan lperadilan lyang lberada ldi lbawahnya ldalam llingkungan 

peradilan lumum, llingkungan lperadilan lagama, llingkungan lperadilan lmiliter, 

lingkungan lperadilan ltata lusaha lnegara, ldan loleh lsebuah lmahkamah 

konstitusi. lDasar lhukumnya lmembuktikan lbahwa lIndonesia lberupaya 

konsisten ldalam lmenerapkan lprinsip-prinsip lNegara lhukum, lsetidaknya 

melalui lbadan-badan lperadilan lakan ldapat lditegakkan lsendi- lsendi lhukum, 

walaupun ldalam lprosesnya lakan lbanyak lmenemukan lbenturan-benturan 

dikarenakan lgerakan luntuk lmenegakkan lhukum l(supremasi lhukum) lharus 

berhadapan ldengan laspek-aspek lpolitik, lsosial ldan lekonomi.
35

Esensi lutama 

kehadiran lkehadiran lPTUN lsebagai lperadilan ladministrasi lNegara ladalah 

                                                        
34 lFarah lSyah lReza. l2018. lHukum lAcara lPeradilan lTata lUsaha lNegara. 

lMakassar:Sosial l 

Politic lGenius l, lhlm l117. 
35 lBambang lSutiyoso ldan lSri lHastuti lPuspitasari. l2005. lAspek-Aspek lKekuasaan 

lKehakiman ldi lIndonesia, lUII lPress lYogyakarta, lhlm l16 l 
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untuk lmenjaga lharmoni lantara lkepentingan lindividu lyang lmelekat ldalam  

hak-hak lwarga lNegara ldan lmember lkepastian lhukum lterhadap lkepentingan 

publik lyang lpengelolaannya ldi lbawah lkontrol lpemerintah.36 lKeberadaan 

peradilan lTata lUsaha lNegara ldituntut ldapat lmenghasilkan lsuatu lputusan lyang 

bersifat lmenyelesaikan, lsehingga ldapat lmemberikan lpengayoman lhukum ldan 

kepastian lhukum lyang ltidak lhanya luntuk lrakyat lsemata lmelainkan ljuga  

untuk ladministrasi lnegara l(badan latau lpejabat lnegara) lagar ladanya 

keseimbangan lkepentingan lantara lkepentingan lmasyarakat ldan lkepentingan 

individu. lSehingga ldengan ldemikian lkeberadaan lPeradilan lTata lUsaha   

Negara ldiadakan ldalam lrangka lmemberikan lperlindungan lkepada lrakyat 

pencari lkeadilan, lyang lmerasa ldirinya ldirugikan lakibat lsuatu lkeputusan ltata 

usaha lnegara. l 

Dalam lmemutuskan lsuatu lperkara lhakim lharus ldapat lmempertimbangkan 

secara lseksama ldan ladil ldalam lmenerapkan lUU ldisisi llain ldengan lbersandar 

terhadap lnorma-norma lyang lhidup ldalam lsuatu lmasyarakat ldisisi llain lpihak, 

hakim ltidak ldapat lmemaksakan lsuatu lnorma lyang ltidak lrelevan lditerapkan  

di lsuatu lmasyarakat, lhakim lharus lmampu lmenggali lnilai-nilai lhukum lyang 

hidup ldalam lsuatu lmasyarakat, lapabila lseorang lhakim ldalam lmengadili lsuatu 

kasus lkonkret ltetap lmemaksakan lmenerapkan lsuatu lnorma lyang ltidak llagi 

relevan lmaka lakan ltimbul lketidakadilan lsebagaimana ladagium lsummum lius 

summa liniura l(undang-undang lyang lditerapkan lsecara lrigid lakan 

menimbulkan lketidakadilan) ladagium lini lmuncul lkarna lberkaitan ldengan 

pertikaian lyang ltidak lpernah lberujung lantara ltuntutan lkeadilan ldan lkepastian 

hukum, lmakin lbanyak lhukum lyang lmemenuhi lkepastian lhukum(hukum lyang 

tetap) lmaka lakan lmakin lterdesaklah lkeadilan37 

Putusan lhakim lpada ldasarnya ladalah lsuatu lkarya luntuk lmenemukan lhukum, 

yaitu lmenetapkan lbagaimanakah lseharusnya lmenurut lhukum ldalam lsetiap 

peristiwa lyang lmenyangkut lkehidupan ldalam lsuatu lnegara lhukum, listilah 

                                                        
36 lIrvan lMawardi. lParadigma lBaru lPTUN, lPeradilan lAdministrasi lTerhadap 

lDemokratisasi, lPenerbit lThafa lMedia, lYogyakarta,2016 lhlm.1. l 
37 lApeldoom l2002 lPengantar lIlmu lHukum, lJakarta, lPradnya lParamita, lhlm l324-325 
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yang llain ldapat lkita lartikan lbahwa lputusan lhakim lmerupakan lhasil 

musyawarah lyang lberdasarkan ldari lsurat ldakwaan ldengan lsegala lsesuatu  

yang lterbukti ldalam lpemeriksaan ldisidang lpengadilan, l 

Menurut lSudikno lMertokusumo, lputusan lhakim ladalah lsuatu lpernyataan lyang 

oleh lhakim lsebagai lpejabat lnegara lyang ldiberi lwewenang luntuk litu, 

diucapkan ldi lpersidangan ldan lbertujuan luntuk lmengakhiri latau menyelesaikan 

suatu lperkara latau lmasalah lantar lpihak.38 lBukan lhanya lyang ldiucapkan lsaja 

yang ldisebut lputusan, lmelainkan ljuga lpernyataan lyang ldi ltuangkan ldalam 

bentuk ltertulis ldan lkemudian ldi lucapkan loleh lhakim ldi lpersidangan. lsebuah 

kosnsep lputusan l(tertulis) ltidak lmempunyai lkekuatan lsebagai lputusan  

sebelum ldi lucapkan ldi lpersidangan loleh lhakim.39 

 

  

                                                        
38 lMertokusumo lsudikno, l2006, lHukum lAcara lPerdata lIndonesia, lLiberty lJogjakaarta. 

lhlm.6. 
39 l(Martokusumo,2006).https://www.Dictio.id/T/apa-yang-dimaksud-dengan lputusan lhakim 

l/13415, l(diakses l04 ljuli l2022) l 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

Penelitian lmerupakan lsuatu lkegiatan lilmiah lyang ldidasarkan lpada lmetode, 

sistematika, ldan lpemikiran ltertentu lyang lbertujuan luntuk lmengungkapkan 

kebenaran lsecara lsistematis, lmetodologis ldan lkonsisten. lPenelitian lsangat 

diperlukan luntuk lmemperoleh ldata lyang lakurat lsehingga ldapat lmenjawab 

permasalahan lsesuai ldengan lfakta latau ldata lyang lakurat lsehingga ldapat 

menjawab lpermasalahan lsesuai ldengan lfakta latau ldata lyang lada ldan ldapat 

dipertanggungjawabkan lkebenarannya.40 lBerikut ladalah lpenjelasan lpenulis 

mengenai ljenis ldan ltipe lpenulisan lyang lakan ldigunakan lpenulis, lyaitu: l 

3.1 Pendekatan Masalah 

Menurut Soerjono Soekanto, Penelitan hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, 

yang didasarkan pada metode sistematika dan pemikiran tertentu unruk 

mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan cara 

menganalisisnya.41 Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitan ini 

dilakukan dengan 2 cara yakni: 

3.1.1 Pendekatan Normatif 

Penelitian lini ldilakukan ldengan lcara lmeneliti lbahan lpustaka lyang lada. 

Bahan-bahan lpustaka ltersebut lberupa lliteratur, lperundang-undangan, ldan 

perjanjian lyang lberkaitan ldengan lpermasalahan lyang lakan ldibahas, lyaitu 

                                                        
40 lAbdulkadir lMuhammad. l2004. lHukum ldan lPenelitian lHukum, lBandung: lPT lCitra 

lAditya lBakti. lhlm.2. l 
41 Soerjono Soekanto, Penelitian Hukum, Jakarta: Rajawali Pers, 20002. hlm.1. 
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berkaitan ldengan lperjanjian lkerjasama. lPenelitian lini lakan lmengkaji 

permasalahan ldengan lmelihat lnorma, lperaturan lperundang-undangan, lliteratur 

serta lperjanjian lyang lterkait ldengan lpelaksanaan lperjanjian lkerjasama  

tersebut. lPenelitian lhukum lnormatif ladalah lpenelitian lhukum ltertulis ldari 

berbagai laspek, lyaitu laspek lteori, lsejarah, lfilosofi, lperbandingan, lstruktur ldan 

komposisi, llingkup ldan lmateri, lkonsistensi, lpenjelasan lumum ldan lpasal ldemi 

pasal, lformalitas ldari lkekuatan lmengikat lsuatu lundang-undang, lserta lbahasa 

hukum lyang ldigunakan, ltetapi ltidak lmengkaji laspek lterapan latau 

implementasinya.42 lMetode lpendekatan lyang lakan ldigunakan ldalam lpenelitian 

ini l ladalah lmetode lpendekatan lkasus l(Case lApproach),metode lini ldipilih 

karena lsesuai ldengan lobjek lyang lakan lditeliti. lPendekatan lkasus ldigunakan 

untuk lmempelajari lpenerapan lkaidah lhukum lyang ldilakukan ldalam lprktik 

hukum. lDalam lmenggunakan lpendekatan lkasus, lyang lperlu ldipahami loleh 

peneliti ladalah lratio ldecidendi, lyaitu lalasan-alasan lhukum lyang ldigunakan l 

hakim luntuk lsampai lpada lputusannya43. lDalam lhal lini lpendekatan lkasus 

digunakan luntuk lmenelaah llebih lanjut lmengenai lsengketa lpemberhentian 

perangkat ldesa loleh lkepala ldesa lyang lbaru lmenjabat ldalam lPutusan lPTUN 

Bandar lLampung lNo l20/G/2020/PTUN.BL. 

3.1.2 Pendekatan Empiris 

Pendekatan Empiris dilakukan untuk mempelajari hukum dan kenyataan yang ada 

di lapangan , berdasarkan fakta yang ada. 

Penelitian ljukum lnormative lempiris ladalah lpenelitian lhukum lmengenai 

pemberlakuan lketentuan lhukum lnnormatif l(kodifikasi, lUndang-undang latau 

kontrak) lsecara lin laction lpada lsetiap lperistiwa lhukum ltertentu lyang lterjadi 

dalam lmasyarakat.44 lPenggunaan lkedua lmacam lpendekatan lini ldimaksudkan 

                                                        
42 lIbid lhlm.101. l 
43 lPetter lMahmud lMarzuki, lPenelitan lHukum l, lKencana lPerdana lMedia lGroup, lJakarta, 

l2011, lhlm.119. 
44Abdulkadir lMuhammad, lOp. lCit., lhlm l134 l 
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untuk lmemperoleh lgambaran ldan lpemahaman lyang ljelas ldan lbenar lterhadap 

permasalahan lyang lakan ldibahas ldalam lpenelitian lguna lpenulisan lskripsi lini. 

 

3.2 Sumber dan Jenis Data  

Jenis bahan hukum dapat dibedakan menjadi 2, yaitu : data primer data sekunder 

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan sumber data: 

3.2.1 Data Primer   

Data lprimer ladalah ldata lyang ldiperoleh lpenulis ldari lHasil lstudi ldan 

penelitian ldi llapangan ltitik ldata lprimer lini lakan ldiambil ldari lhasil  

wawancara lyang ldilakukan lkepada lhakim lptun lbandar llampung ldan lkepala 

dinas lPMD lkabupaten lpesawaran luntuk lmencari lmasukan ldan ltanggapan 

mengenai lpemberhentian lperangkat ldesa ldi ldesa lmargorejo lpesawaran. 

3.2.2 Data Sekunder 

Data lsekunder ladalah ldata lyang ldiperoleh ldari lpenelitian lkepustakaan, ldata 

sekunder ldiperoleh ldengan lmempelajari ldan lmengkaji lliteratur-literatur ldan 

perundang-undangan ltitik ldata lsekunder lIni lmenghasilkan lbahan lhukum 

sekunder.45 lData lhukum lsekunder ladalah ldata lyang ldiperoleh ldari: 

1. Undang-Undang lNo. l6 lTahun l2014 ltentang lDesa; l 

2. Undang-Undang lNo l30 lTahun l2014 ltentang lAdministrasi lPemerintah 

3. Peraturan lPemerintah lRepublik lIndonesia lNomor l43 ltahun l2014 lTentang 

Peraturan lPelaksanaan lUndang-Uundang lNomor l6 lTahun l2014 ltentang 

Desa; l 

4. Peraturan lPemerintah lRepublik lIndonesia lNomor l47 ltahun l2015 ltentang 

Perubahan lAtas lPeraturan lPemerintah lRepublik lIndonesia lNomor l43 ltahun 

                                                        
45 lIbid lhlm.122. l 
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2014 ltentang lPeraturan lPelaksanaan lUndang- lUundang lNomor l6 lTahun 

2014 ltentang lDesa. l 

5. Permendagri lNomor l67 lTahun l2017 ltentang lperubahan latas lPeraturan 

Menteri lDalam lNegeri lRepublik lIndonesia lNomor l83 lTahun l2015 ltentang 

Pengangkatan lDan lPemberhentian lPerangkat lDesa l 

6. Putusan lPTUN lBandar lLampung lNo l20/G/2020/PTUN.BL 

 

3.3 Metode pengumpulan data  

Pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan studi pustaka dan studi 

lapangan.  

1. Studi pustaka  

Studi kepustakaan dilakukan dengan cara mempelajari menelaah mencatat 

serta mengutip berbagai literatur dokumen-dokumen peraturan pemerintah dan 

peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan bahasan dan ruang 

lingkup penelitian ini. 

2. Studi Lapangan 

Studi lapangan dilakukan melalui wawancara dengan responden yang telah 

direncanakan sebelumnya titik metode yang dipakai adalah pengamatan 

langsung di lapangan serta mengajukan pertanyaan yang disusun secara teratur 

dan mengarah pada jawaban permasalahan dalam penulisan skripsi ini. Adapun 

para narasumber yang diwawancarai adalah Dinas PMD Kabupaten Pesawaran 

dan Hakim PTUN Bandar Lampung. 

 

3.4 Pengolahan Data 

Tahapan pengolahan data dalam penelitian ini meliputi kegiatan-kegiatan sebagai 

berikut; 

 

1. Identifikasi ldata, lyaitu lmencari ldata lyang ldiperoleh luntuk ldisesuaikan 

dengan lpembahasan lyang lakan ldilakukan lmenelaah lperaturan lbuku 

atau lartikel lyang lberkaitan ldengan ljudul ldan lpermasalahan. l 
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2. Klasifikasi ldata, lyaitu lhasil lidentifikasi ldata lyang lselanjutnya 

diklasifikasikan latau ldikelompokkan lsehingga ldiperoleh ldata lyang 

benar-benar lobjektif. 

 

3. Penyusunan ldata, lyaitu lmenyusun ldata lmenurut lsistematika lyang ltelah 

ditetapkan ldalam lpenelitian lsehingga lmemudahkan lpeneliti ldalam 

menginterpresentasikan ldata. 

 

3.5 Analisis data 

Untuk memberikan jawaban terhadap permasalahan yang ada maka data tersebut 

perlu dianalisis. Pada penelitian ini data dianalisis secara deskriptif kualitatif 

dengan mendeskripsikan atau menggambarkan data yang dihasilkan dari penelitian 

di lapangan ke dalam bentuk penjelasan dengan cara sistematis sehingga memiliki 

arti dan dapat dirangkum guna pembahasan pada bab selanjutnya.  
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BAB V 

 SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1. SIMPULAN  

Setelah memaparkan semua masalah yang telah penulis uraikan, kini tiba saatnya 

penulis menyampaikan kesimpulan yang berikut sebagai berikut:  

1. Majelis Hakim menerima permohonan dari Penggugat atas nama Haribowo 

untuk mencabut Surat Keputusan yang dikeluarkan pada 14 April 2020 oleh 

Kepala Desa Margorejo Nomor: 140/004/VII.03.09/IV/2020 Tentang 

Pemberhentian Perangkat Desa karena terbukti adanya cacat prosedur, bahwa 

kepala desa Tergugat yang dalam hal ini kepela desa Margorejo tidak meminta 

surat rekomendasi dari camat dalam pemberhentian perangkat desa, yang mana 

hal tersebut sudah diatur dalam Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 

67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 

83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, 

Rekomendasi Camat sebagai salah satu tahapan mekanisme pemberhentian 

perangkat Desa yang tidak boleh dilewatkan oleh Kepala Desa dan dengan tidak 

adanya Rekomendasi dari camat dalam proses pemberhentain perangat desa 

berarti ada ada tahapan prosudural yang tidak dipenuhi. Oleh karena itu surat 

keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat dapat dikatakan tidak berpedoman 

pada asas- asas Umum Pemerintahan yang baik khususnya Asas Kepastian 

Hukum dan Asas Kecermatan.lDalam lPasal l66 Ayat l(1) lUndang-undang 

lAdministrasi lPemerintahan lsuatu lkeputusan ldapat dinyatakan lbatal ljika 

lterdapat lcacat lwewenang, lcacat lprosedur, ldan lcacat substansi, ldalam lkasus 

lpemberhentian lperangkat ldesa ldi ldesa lMargorejo dalam lputusan lnomor 

l20/G/2020/PTUN.BL lhakim lmenyatakan lbahwa KTUN lyang ldikeluarkan 

lkepala ldesa lMargorejo lcacat lprosedur lkarena melewati lsalah lsatu lbagian 
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lyang lsudah ltercantum ldalam lperaturan perundang-undangan ltepatnya 

lUndang-undang lNomor l6 lTahun l2014 Tentang lDesa, lnorma lPasal l5 

lPeraturan lMenteri lDalam lNegeri lNomor l67 Tahun l2017 lTentang 

lPengangkatan ldan lPemberhentian lPerangkat lDesa. L Maka cacat prosedural 

pada tahapan tersebut mutatis mutandis secara yuridis membatalkan proses 

pemberhentian perangkat Desa atas nama Hariwibowo yang telah dilakukan oleh 

Tergugat. 

2. Pelaksanaan eksekusi putusan di PTUN menekankan pada rasa self respect dan 

kesadaran hukum dari pejabat TUN terhadap isi putusan hakim untuk 

melaksanakannya dengan suka rela tanpa adanya upaya pemaksaan (dwang 

middelen) yang langsung dapat dirasakan dan dikenakan oleh pihak pengadilan 

terhadap pejabat TUN yang bersangkutan. Penggunaan eksekusi hierarkis yang 

berdasarkan atas self respect ini mengindikasikan tentang lemahnya kekuasaan 

(power) badan peradilan yang diberikan peraturan perundang-undangan 

sehingga dalam praktiknya kurang mampu memberikan tekanan kepada pihak 

Pejabat atau Badan pemerintahan untuk melaksanakan putusan. Oleh karena itu 

ketentuan Pasal 116 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 ini diubah oleh 

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 

Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pengaturan oleh 

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 di atas telah mengubah mekanisme 

pelaksanaan putusan peradian TUN dari sebelumnya “eksekusi hierarkis” 

menjadi “eksekusi upaya paksa” melalui pengenaan uang paksa dan/atau sanksi 

administratif serta pengumuman di media massa. Meskipun telah diubah 

mekanisme eksekusi upaya paksa tahun 2004 tetapi kenyataannya tingkat 

keberhasilan pelaksanaan putusan di lingkungan peradilan TUN relatif rendah, 

5.2. Saran 

1. Dari kesimpulan yang ada saran kepada Pejabat yang memegang wewenang 

agar lebih teliti dalam membuat segala macam surat Keputusan Tata usaha 

Negara, begitu juga dengan Masyarkat, karena sebagai pejabat pemerintahan 

yang dipilih langsung oleh masyarakat seharusnya kepala desa lebih teliti dan 

mengikuti prosedur yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan 

dan asas-asas pemerintahan dalam menjalankan pemerintahan.  



 

 

55 

 

2. Seharusnya lputusan lPengadilan lTata lUsaha lNegara lmemiliki lkekuatan 

eksekutorial lyang lmana litu ldiatur ltersendiri ldalam lUndang-Undang 

Peradilan lTata lUsaha lNegara lsanksi lyang llebih lberat lbagi lpara lbadan 

atau lpejabat ltata lusaha lnegara lyang ltidak lpatuh ldan ltaat lkarena ltidak 

menjalankan lputusan lpengadilan ltata lusaha lnegara lyang ltelah  

berkekuatan lhukum ltetap. 
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